
TENTANG

PERUBA~ N K ED U A ATAS PERATURAN WAI IKOTA MATA~M N OM O R 3 'il. TAHUN

2012 TENTANG TATA C~ PENG U~ NGA N ATAU PENGHAPUSAN 8ANK81

ADMINI8TRA8I, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PEAK BUMI
D ~ B A N iGUNAN PE~ E 8~ DA N PE R K O T~

WALIKOTA MATARAM,

a. bahama d a l am 1 angka x I l exldukung ~ 1I1vest a s1 d i Kot R

Mataram dengan mempe~ bangkan kemampuan %'ajib Pajak

dengRn meIx~ n W ~ k r l t er x a t e n o r W Rll ko t R d RpR t
mengurang~ ketet a pan pa j a k ter u~ g, seba gaimana
ketentuan Pasal 107 Ayat 2 hu ru f (e) Undang Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retr ibusi i Daerah
dan ketentuan Pasal 23 Ayat 2 h ~ (e) Pe r a tur~ Dae r ah
Nomor 7 T83 lUH 20 1 2 t e n t a ng P RJ'W B u~ dRn BRA~ ~
PerdesRan dar1 PCI'kotRRI1;

TeI1tang Tata C ax a Pexlgux Rngax1 RtRu PenghRpusRI1 8 ~ s1

AdminiStrasi, Pen~ an gan Rtau Pemba~ Ketet a pan Pajak
Bumx d~ B~ ~ Rn Perdesaan dRI1 Perkotaan sebagaxmana

telah diubah dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 19
T ahun 2 0 14 p e r l u d i s esu~ an den gan k o n d is i s aa t i n i ,
sehingga perlu diubah;

c. bahw'R herd iasarkax1 pe~ bang a n s e ba g~ ia n a d i r xlaksud
dalam huru f a d a n h u r u f b , p e I l u I n enetapkan Peraturan
%alikota t en tang Perubahax1 Kedua a ta s Pera tu ran % a l i k o ta
Mstar~ 'Nomor 3 @ Tahu n 20 Ii 2 t en ~ g T at a Car a

Pen~ @'agan at au Pengh ia pusa n 8 @n k SI A ~ i XStraSX~

Penguranga ini Rtau Pembata ian K e t e tapan P a ja k B u m i
Hangunan Perdesaan dan PeIkotaan ;

Persturan Wa l i k o tai Ma~ ~ Nom o r 3 g T a hun 20 l.2



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993, tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah T ingkat I I M ataram (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak d engan S u rat P aksa (Lembaran N egara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah
b eberapa kal i t erakhir d engan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia
Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Nagara Republik I ndonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang No mo r I Tahun 2004 ten tang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tsmbahan Lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Ta nggung Ja wab Ke uangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentsng Perimbangan
Keuangan sntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 200 9 N omor 1 30 , T ambahan L embaran N egara
Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan U ndang-Undang Nomor 9 Ta hu n 20 15 t entang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undsng Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan D a erah ( Lembaran N egara R epubl ik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cars Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 247, Tambahan Lembarsn Negara Republik Indonesia
Nomor 4049);



10.Peraturan Pemerintsh Nomor 56 Tahun 2005 t entang Sistern
Informasi K euangan D aerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan P emerintah N omor 58 Ta hu n 200 5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2 005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan P emerintah N omor 39 Ta hu n 20 0 7 tentang
Pengelolaan Uang Nagara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun2012 Nomor 1 Seri B).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA MATARAM NO MOR 34 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PENG URANGAN ATAU PENG HAPUSAN

SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERK OTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wslikota Mataram Nomor 34
Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengursngan atau Penghapusan
Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota
Matarsm Tahun 2012 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan
Peratursn W alikota M ataram Nomor 1 9 T ahun 2 0 14 t entang
Perubahsn atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota
Mataram Tahun 2014 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf b d i tambah I (satu) angka
s ehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

,(I) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud deism Pasal
2 ayat (2) dapat diberikan kepada Wajib Pajak :



karena ko ndis i te r tentu Ob jek Pajak ya n g ad a
hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena
sebab-sebab tertentu lainnya; atau
deism hal Objek Pajak terkena bencana slam atau sebab
lain yang luar biasa.
na kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya
an subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu
y a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
a jib Pajak Orang Pribadi, meliput i :

l. Objek Pajak y ang Wajib Pajaknya o rang p r ibadi
veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela
kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya,
atau j anda/dudanya d iberikan sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen) dari PBB yang terutang;

2. Objek P ajak be rupa la ban pe r tanian/perikanan
/perternakan y ang h asilnya sangat t erbatas yang
Wajib Pajaknya orang pr ibadi yang berpenghasilan
rendah diberikan pengurangan sebesar paling t inggi
75% ( tujuh p u lu h l i m a p ersen) d ar i PB B y ang
terutang;

3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
penghasilannya semata-mats berasal dari pensiunan,
sehingga kewajibsn m embayar PBB su li t d ipenuhi
d iberikan p engurangan sebesar p al ing t inggi 7 5%
(tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar
PBB suli t d ipenuhi d iberikan pengurangan sebesar
paling tinggi 75% (tujuh puluh l ima persen) dari PBB
yang terutang;

5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) permeter persegi meningkat akibat perubahan
lingkungan dan d ampak positif pembangunan
diberikan p engurangan sebesar p al ing t inggi 7 5%
(tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang; dan

6. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
atas objek pajak t ersebut telah d i tetapkan sebagai
bangunan dan/atau lingkungan cager budaya
diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen) dari PBB yang terutang.

W ajib Pajak Badan yang meliputi :
1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak

Baden yang me ngalami kerugian dan kesulitan
likuiditas pada t ahun p ajak sebelumnya sehingga
tidak d apat m emenuhi k ewajiban r u t in d iberikan
pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh
lima persen) dari PBB yang terutang;

(2) Kare
deng
lainn
a . W



2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak
Baden yang semata-mats untuk melayani kepentingan
umu m dib i dan g k e agamaan , so s ial , k e sehatan,
pendidikan dan kebudayaan yang m emperoleh
keuntungan diberikan pengurangan sebesar 50% (lima
puluh persen) dari PBB yang terutang;

3. Wajib Pajak Badan yang m enggunakan tanah
dan/atau bangunan deism rangka investasi yang
menyerap tenaga ke rj a lo ka l yan g be rdampak
langsung pads peningkatan Pendapatsn Asli Daerah
diberikan pengurangan :
a) pada tahun pertama bemperasi paling baser 25%

(dua puluh l ima persen) untuk ni lsi NJOP di atas
Rp. 100.000.000.000,- (seratus m i lyar r u piah),
yang selanjutnya pada t shun k edua d iberikan
pengurangan pa l ing b esar 2 0 % ( du a pu luh
persen);

b) pads tahun pertama beroperasi paling baser 20%
( dua p u lu h pe rsen) un tu k ni la i N JOP R p .
50.000.000.000,- ( l ima pu lu h mi lyar ru p iah)
sampai dengan Rp . 100.000.000.000,- (seratus
milyar ru piah), y ang selanjutnya p eda t ahun
kedua diberiksn pengurangan paling baser 15%
(lima belas persen);

c) pada tahun pertama beroperasi paling besar 15%
( lima b e las persen) un tu k ni la i NJ O P R p .
25.000.000.000,- (dua puluh l ima milyar rupiah)
sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh
milyar ru piah), y ang selanjutnya p ada t shun
kedua diberikan pengurangan paling besar 10%
(sepuluh persen);

d) pads tahun pertama beroperasi paling baser 10%
(sepuluh pe rsen) untu k n il a i NJO P Rp .
10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sampai
dengan Rp. 25.000.000.000,— (dua puluh lima
milyar r upiah), yang selanjutnya pads t ahun
kedua diberikan pengurangan paling besar 5%
(lima persen);

(3) Bencana slam sebagaimana dimaksud pads ayat (1) huruf b
a dalah be ncana ya n g di a k ibatkan ol e h pe r ist iwa at a u
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh slam antara lain
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir , kekeringan,
angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya diberikan
pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari
PBB yang terutang;



(4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(I) hu ruf b m eliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman
dan/atau wabah hama tanaman diberikan pengurangan
sebesar paling t inggi 100% (seratus persen) dari PBB yang
terutang.

2. K etentuan Pasal 17 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi
s ebagai berikut :

Pasal 17

[1) Permohonan Pe n gurangan yang dia jukan se cara
perseorangan sebagaimana dimaksud deism Pasal 16 ayat (I )
dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
a. I (satu) permohonan untuk I (satu) SPPI' atau SKPD;
b. d iajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

mencantumkan besarnya persentase Pengursngan yang
dimohon disertai alasan yang jelas,

c. d iajukan kepada Walikota dan d isampaikan k e D inas
Pendapatan;

d. d i lampir i f otokopi SPPT atau SKPD yang d imohonkan
Pengurangan;

e. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan
ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak.

f. d i ajukan dalam jangka waktu:
1. 3 ( t iga) bulan t erhitung sejak t anggal d i terimanya

SPPT;
2. I ( satu) bulan t erhitung sejak t anggal d iterimanya

3. 1 (satu) bulan terhitung sejak t anggal d i terimanya
Surat Keputusan Keberatan PBB;

4. 3 [t iga) bu lan t erhitung sejak t anggal t erjadinya
bencana slam; atau

5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab
lain yang luar biasa;

kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
deism jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya;

g. t idak memiTiki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya
atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali

dalam hal objek pajak terkena bencana slam atau sebab
lain yang luar biasa; dan

h. t idak d iajukan k eberatan a tas SPPT atau SKPD yang
dim ohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan

keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan
dan atas Surat Keputusan Keberatan d imaksud t idak
diajuksn Banding.

SKPD PBB;



(2) Permohonsn Pengurangan y ang d iajukan secara k olektif
s ebagaimana d imaksud deism Pasal 16 ayat (2) huru f b
harus memenuhi persyaratan:
a. I ( satu) permohonan untuk beberapa objek pajak untuk

Tahun Pajak yang sama;
b. diajukan secara tertulis deism bahasa Indonesia dengan

mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang
dimohon disettai alasan yang jelas;

c. d iajukan k epada Walikota dsn d isampaikan k e D inas
Pendapatan melalui pengurus Legiun Veteran Republik
Indonesia (LVRI) setempat a tau p engurus o rganisasi
terkait lainnya atau Lurah setempat;

d. d i lampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
e. d iajukan deism jangka waktu:

1. paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang
bersangkutan deism hal Wajib Pajaknya orang pribadi
veteran pejuang kemerdekaan, v eteran pembela
kemerdekaan, p enerima t a nda j asa b i n tang geri lya,
atau janda/dudanya;

2. 3 ( t iga) bulan t erhitung sejak t anggal d i terimanya

3. 3 ( t iga) bu lan t erhitung sejak t anggal t erjadinya

4. 3 (t iga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab
lain yang luar biasa;

SPPT;

bencana slam; atau

kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat,
pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah setempat,
dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu t ersebut
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
f. t i dak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya

atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali
dalam hal objek pajak terkena bencana slam atau sebab
lain yang luar biasa; dan

g. t idak diajukan keberatsn atas SPPT yang dimohonkan

(3) Permohonan Pengurangan ya n g diajukan secara
perseorangan untuk baden sebagaimana dimaksud deism
Pasal 16 ayat (2) huruf c memenuhi persyaratan :
a. Wajib Pajak y ang mengalami k erugian dan k esulitsn

l ikuiditas persyaratannya antara lain ;
1. 1 (satu) permohonan untuk I (satu) SPPT atau SKPD;
2. d iajukan secara t er tulis d eism b ahasa I ndonesia

dengan mencan ~ besa rny a pe rsentase
Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas,

3. d iajuksn kepada Wslikota dan disampaikan ke Dines

Pend apatan;
4. melampirkan fotokopi SPPT atau SKPD yang

dimohonkan Pengurangan;

pengurangan.



SKPD PBB;

5. melampirkan fotokopi putusan pailit jika sudah ada
keputusan yang mengikat;

6. melampirkan fotokopi laporan keuangan yang sudah
diaudit minimal I (satu) tahun terakhir;

7. melampirkan fotokopi laporan keuangan konsolidasi
yang su dah di audi t mi n imal I (sa tu ) tab un
sebelumnya untuk perusahaan yang memilik i snak
cabang;

8. melampirkan su ra t k u as a d a lam h e i su r at
permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak.

9 . d iajukan deism jangka waktu :
a) 3 ( t iga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya

SPPT;
b) I (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya

c) I (satu) bulan terhitung sejsk tanggal diterimanya
Surat Keputusan Keberatan PBB;

kecuali a pabila Wajib Pajak d apat m enunjukkan
bahwa deism j sngka waktu t ersebut t i dak d apat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasasnnya;

10. tidak me mil ik i tunggaksn PBB Ta hu n Pa jak
sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan
Pengurangsn, kecuali deism hal objek pajak terkena
bencana alsm atau sebab lain yang luar biasa; dan

11. tidak diajukan keberatan ates SppT atau SKpD yang
dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan
keberatan t el a h d i t e rbi tkan Su r a t Kep u t ussn
Keberatan dan at a s Su ra t Ke pu tusan Ke beratan
dimaksud tidak diajukan Banding.

Baden yang semata-mats untuk melayani kepentingan
umum d ibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan
dan kebudayaan persyaratannya antara lain:
1. I (satu) permohonsn untuk I (satu) SPPT atau SKPD;
2. d iajukan secara t er tulis d e ism b ahasa I ndonesia

dengan m encantumkan besarnya p ersentase
Pengurangan yang dimohon disertai slasan yang jelas,

3. d iajukan kepada Walikota dan disampaikan ke Dines
Pendapatan;

4. melampirkan fotokopi SPPT atau SKPD yang
dimohonkan Pengurangan;

5 . fotokopi laporan keuangan yang sudah minimal I
(satu) tahun terakhir;

6 . melampirkan su rat ku asa de ism h e i sur at
permohonan ditsndatangani bukan oleh Wajib Pajak;

7 . d iajukan deism jangka waktu :
a) 3 ( t iga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya

SPPT;

b. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak



b) I (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya
SKPD PBB;

c) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya
Surat Keputusan Keberatan PBB;

kecuali a pabila W ajib Pajak d apat m enunjukkan
bahwa deism j angka waktu t ersebut t i dak d apat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

8. t idak me mil ik i tunggaksn PBB Ta hu n Pa j ak
sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan
Pengurangan, kecuali deism hal objek pajak terkena
bencana slam atau sebab lain yang luar biasa; dan

9. t idak diajukan keberatsn atas SPPI' atau SKPD yang
dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan
keberatan te lah dit erbitkan Su ra t Ke putusan
Ke bar atan dan atas Surat Keputu san Keberatan
dimaksud tidak diajukan Banding.

c. Objek Pajak y ang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak
Badan menggunakan tanah dan/atau bangunan dalam
rsngka investasi yang menyerap tenaga kerja lokal yang
berdampak p ada p eningkatan perekonomian d an
Peningkatan Pendapatan Asli Dasrah per syaratannya
a ntsra lain :
1. I (satu) permohonan untuk I (satu) SPPT atau SKPD;
2. d iajukan s ecara t er tulis d a lam b ahasa I ndonesia

dengan men cantumkan besarnya per sentase
Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas,

3. d iajukan kepada Walikota dan disampaikan ke Dinas
Pendapatan;

4 . melampirkan fo tokopi SPPT at a u SK PD ya n g
dimohonkan Pengurangan;

5. membuat Surat pernyataan dimulainya operasional;
6. melampirkan surat kuasa dalam hsl surat permohonan

ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak;
7. melampirksn bukti penyerapan tenaga kerja lokal;
8. d iajukan deism jangka waktu:

a) 3 ( t iga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya
SPPT;

b) I ( satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya
SKPD PBB;

c) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya
Surat Keputusan Keberatan PBB;

kecuali apaMa Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
deism j angka waktu t ersebut t idak dapat d ipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya;

9. t idak me mil ik i tun ggakan PBB Ta hu n Pa j ak
sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan
Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena
bencana slam atau sebab lain yang luar biasa; dan



3.0. tidak diajukan kebera~ Bt a s SPPT Btau 8KPD yang
dIInokonkan Pcn~ r a ngan, atol l d R lam h81 d iajlLlk~
keberat~ te lW d i te rbitk~ S u r a t Keputus~ Ke b era~
d.an atas SUrat Kcputusan Kebcra~ dix naksu.d tidW
d.iajUkan B~clIing.

Agar sct lap o lBIlg IxlcngctRIIUlnya> IncIncrln~ ~ ~ pcn ~ n d &x lgan

PcratUIran %1 ~ o t a Inl den ga n p en e I Dpa~ n ya d al ~ B cr l ta

D aerah Kota MataI ~ .

ABDUHH. A

DIUndangkan cd MatBI~

pada ~ g ga l 3 M e i 2016
Plt. 8E~ETA 8 DA E~ H K G TA MATA~ M ,

BERI PA DA S H K QT A ~ T~ M TA H UN 2 0 pi 6 NQMQR 2O

Sa.line.n sesuai denga.n aslinya.
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